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PENETAPAN

No. 54/PID/TPK/2014/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI JAKARTA H

Setelah membaca :

1 Berkas Perkara Pidana Nomor : 54/Pid/TPK/2014/PT.DKI atas nama

Terdakwa :

Nama Lengkap : [Ir.YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM

Tempat lahir . |Klaten.

Umur/Tanggal lahir [ [62 Tahun/24 September 1952 .

Jenis Kelamin : |Laki-laki.

Kebangsaan : |Indonesia.

Tempat tinggal : [J1.Tanjung Blok E 6 Pura Melati Indah II, Pondok Gede
Bekasi.

Agama : |Katholik.

Pekerjaan : [Mantan Direktur Produksi PT.Sang Hyang Seri.--

Pendidikan : [S-2 Manajemen Pemasaran.

Terdakwa ditahan oleh :
1 Penyidik tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September
2013;

2 Penuntut Umum (perpanjangan) sejak tanggal 25 September 2013 sampai

dengan tanggal 3 Nopember 2013;

3 Pengadilan Negeri (perpanjangan) sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai

dengan tanggal 3 Desember 2013;
4 Pengadilan Negeri (perpanjangan) sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai
dengan tanggal 1 Januari 2014;
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5 Penuntut Umum (perpanjangan) sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai

dengan tanggal 21 Januari 2014;

6 Pengadilan Negeri (perpanjangan) sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai
dengan tanggal 20 Pebruari 2014;

7 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 11
Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal
11 Mei 2014;

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Pertama, tanggal
7 Mei 2014 Nomor 136/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI sejak tanggal 12 Mei
2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Kedua tanggal 3
Juni 2014 Nomor 166/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 11 Juni

2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
11 Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
tanggal 7 Juli 2014 Nomor 214/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 7
Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ; ---------------
12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli
2014 Nomor 234/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI sejak tanggal 6 Agustus 2014

sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum V.M.F. Dwi Rudatiyani, S.H.,
Dyah Kartika, S.H., Nurlaila Oktariana, S.H.dan Johanna Mutiara M. Siregar, SH., para
Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat FWI PININTA Law Firm,yang beralamat
di Wisma Kodel Lt. 10 JI. HR Rasuna Said Kav. B-4 Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Septmber 2014;

2 Akte Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst, tanggal 7
Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Edy
Nasution,SH.MH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
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Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Budi Raharjo, SH, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan V.M.F.Dwi Rudatiyani, SH
kuasa hukum Terdakwa, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/ Pid.Sus/ TPK/2014/PN,Jkt.Pst , tanggal 7 Juli
2014 ;

3 Akta Pencabutan Permintaan Banding No. 40/Akta.Pid.Sus/ TPK/ 2014/
PN.JKT.PST, tanggal 30 September 2014 yang menerangkan bahwa Budi
Raharjo,SH, Penuntut Umum dan V.M.F.Dwi Rudatiyani, SH kuasa hukum
Terdakwa menyatakan mencabut permintaan banding yang diajukan pada
tanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2014 Nomor 12/Pid.Sus/ TPK/ 2014 / PN.Jkt.Pst
dalam  perkara  terdakwa  Ir. Yohanes  Maryadi ~ Padyaatmaja,

MM;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara pidana tersebut belum
diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permintaan banding
tersebut dapat dikabulkan dan harus dicoret dari Register perkara Tindak Pidana
Korupsi di Pengadilan Tinggi Jakarta, selanjutnya berkas dikembalikan ke Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diperiksa oleh Majelis
Hakim Tingkat Banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di tingkat

banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -------

Memperhatikan pasal 235 Undang-undang Nomor 8§ tahun 1981 (KUHAP ) ;

MENETAPKAN

1 Mengabulkan pencabutan permintaan banding dari
Penuntut Umum dan kuasa Terdakwa atas putusan

PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
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Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 12/
Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN. JKT.PST, Jo Perkara
Nomor 54/Pid/TPK/2014/ PT.DKI dengan terdakwa
Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA,MM

tersebut ; ----------------

2 Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk
untuk mencoret perkara No. 54 /Pid/TPK/2014/
PT.DKI dari Buku Register Banding Perkara Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ;

3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
YOHANES MARYADI PATYAATMAIJA, MM,
ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima

ratus rupiah ) ;

4 Memerintahkan agar turunan Penetapan ini beserta
berkas perkara yang bersangkutan dikirim kembali ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis
tanggal 2 OKTOBER 2014 oleh kami WIDODO,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis,
HERU MULYONO ILWAN, SH.MH, ASLI GINTING SH.MH, Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jakarta serta, Drs.H.M. AS’ADI ALMA’RUF,SH.M.Si,MH dan H.
SUDIRO S.H.M.Hum, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 September 2014 Nomor : 54/PID/TPK/2014/
PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim

Anggota tersebut, dan Ny. YETTI OYONG, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti,
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berdasarkan Surat Penunjukan Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

54/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 15 September 2014 tanpa dihadiri Penuntut Umum

maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1 HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.
WIDODO,SH,

2 ASLI GINTING SH.MH.

3 Drs.H.M. AS’ADI ALMA’RUF,SH.M.Si,MH

4 H.SUDIRO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ny. YETTI OYONG, SH.MH.
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